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PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 lentang

~erubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah maka Retribusi Tempat Rekreasi merupakan salah satu
jenis Retribusi Jasa Usaha dan merupakan sumber penerimaan Daerah Kota;

banwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat || Padang Nomor 9
Tanun 1992 tentang Pengaturan dan Refribusi Objek-objek Wisata Dalam
Kotamadya Daerah Tingkal || Padang, khusus ketentuan mengenai retrbusi
tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;

bahwa Derdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

b peru membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1856 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kola Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20):

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 lentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Momor 3209):

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1890 tentang Kepanwisataan (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomaor 78, Tambahan | embaran Neqgara Nomar 3427):

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Relrbusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Womar 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 4048);

pndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeriniahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 199¢ Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor J839);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kolamadya Daerah Tingkat Il Padang (Lembaran Negara Tahun 1980
Mamor 25, Tambahan Lembaran Negara Momor 3164)



Menetapkan

10.

11.

12

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tenlang Penyelenggaraan
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3658);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 lentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomer 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 6€ Tahun 2001 tentang Reldbusi Daerah
(Lemparan Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1998 lentang Teknik Penyusunan
Peraisran Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancengan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1399 Nomaor 70);

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil cilingkungan Femerintah Daerah;

Keputusan Menter Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001
tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkal | Padang Nomor 8 Tahun 1992
tentang Pengaturan dan Retribusi Objek-objex Wisata Dalam Kotamadya
Daerah Tingkal Il Padang;

. Peraturan Daerah Kota Padang Momor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);

Dengan persetiiuan

UeWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI,
BAB |
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
1, Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemedntah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang,
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Badan adalsh sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesaluan baik yang
meiakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbalas,
perseroan komanditer, perseroan lainnye, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama
dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,



organisasi (assa, organisasi sosial politik alau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
fetap dan bentuk badar; lainnya.

6 Relibusi Jasa Usaha adalah retrbusi-atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan olen sektor
swasla.

7. Tempat rekreasi, adalan tempat rekreasi, dan pariwisata yang cimiliki dan/atau dikelola olah
Pemeriniah Daerah;

8. Parwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisala, termasuk pengusanaan
objek dan daya tarik wisala, serta usaha-usaha yang lerkait dibidang tersebut.

9, Relribusi Tempat rekreasi yang selanjuinya dapal disebut retribusi adalah pembayaran alas
pelayanan penyediaen fasilitas tempat rekreasi dan pariwisata, yang dimiliki dan/atau dikelola
oiah Pemerintah Daersh.

10. Wajib Retribusi adaleh orang pribadi atau badan yanp menurut peraturan perundang-undangan
relnbusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungul alau pemotong
Retribusi tertentu;

11, Sural Keletapan Retribusi Daerah, vang dapat disingkat SKRD adalah surat ketelapan yang
menentukan besamya jumiah Retribusi.

12 Masa Retribusi adalan jangka waktu yang merupakan batas wakiu bagi wajib retribusi unfuk
memamfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi.

13. Surat Tagihan Retrinuisi Daerah yang dapat disingkat STRC adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

14, Sural Keletapan Retnbust Daerah Lebih Bayar yany dapat disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan Retribus! yang menentukan jumiah kelebihan pemoayaran Relribusi karena jumlah
Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

15, Pemenksaan adalah serangkaian kegiatan untuk rmencari, mengumpulkan, dan mengolah data
dan afau kelerangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan “etentuan peraluran perundang-undangan
retribusi Daerah.

16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkal PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
lertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diber wewenang khusus oleh Undang-undang
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

17. Penyidikan tindak pidane dibidany Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil, yang selanjutnya dapal disebut Penyidik, untuk mencar
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRISUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi, dipunqut Retribusi schagai pembayaran atas pelayanan
penyediaan [asilitas tempal rekreasi dan pariwisala.

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas, tempat rekreasi dan pariwisata.

(2) Tidak l:EFFIEi:S-LIk chjek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempal rekreasi lempat pariwisata,
yang dimiliki dan dix=iola oleh pihak swasta.



Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmal pelayanan
penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan panwisata.

BAB IlI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi lempal rekreas: digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumiah subjek Relrbusi yang memanfaatkan tempat
rekreasi dan parwisala dan jenis fasilitas yang dimanfaatkan.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tanf retribusi didasarkan pada tujuan
untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusahia sejenis yang beroperasi secara fisien dan berorentasi paca harga pasar,

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarf ditetapkan berdasarkan usia, jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
(2) Besamnya tanf ditetapkan sebagai berikut ;
a. Retribusi masuk iokasifiempal rekreasi :

1. Hari biasa .
) Orang Dewasa. ... iciionceriecsiminsinnenn RP. 1.500.-/Orang/1 Kali Masuk.
B) ANK-anaK ... RB. 1.000,-/Orang/1 Kali Masuk.
2. Hari Liburfnan Raya/Tahur Baru :
a) Orang UEWESE. i RP. 22000,-Orang/ Kali Masuk.

D) Anak-anak..........eimineimen R, 1.500,-/0rang/1 Kali Masuk.



b, Pemakaian fasilitas dilokasiftempat rekreasi
1. Pemakaian tempat oleh pedagang dilokasi/ tempat rekreasi !
a) Pedagang yang mempergunakan gerobak .........Rp. 1.000 -hai.

b) Pedagang Tentengan ... RP. S00,-/MEN.
¢) Pedagang yang mempergunakan payung besar..Rp. 1.000-/hari/buah.
2. Pemakaian Kios Pemda ......ammismmismmusiszenssinssens R0, 2000,-Man.
3. Pemakaian WC/Kamar Mandi :
a) Buang At Ketil.........coooccieriessnssnmnnneRP. 500,-KalifOrang.
b) Buang Air BESar ...........eeririeerienssmenenssnnece e P, 1.000,-KalifOrang.
¢) Mandi BilBS........comsaimmminsssimmsasimsim s AP 1.000,-fkalifOrang.
4. Pemakaian Pentas ;
a) SN NAM.....ccoinmeimmmismsisssinnisisainssies s NP 100.000,-Mkali pakai,
b) Malam hari.. ... RP. 150,000, fkah pakai.
5. Pemakaian Gedung Pertemuan Taman Hutan Raya iMuhammad Hatta :
a) SIANg Nan - ..o nee R 1000000, ka1 pakai.
b) Malam hai.........coov s mmnimsnenn R 1500000,-/kali pakal.
6. Pemakaian fempat untuk kegiatan perkemahan can atau Lintas Alam Rp. 2.000-
jorang/hari.

(3) Besemya Tarnf Retribus) tersebut dalam ayat (2) huruf a dan huruf b angka B diatas termasuk
Asuransi Kecelakaan din.

BAEB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Relribusi yang terulang dipungut di wilayah Daerah tempal pelayanan penyediaan fasilitas tempat
rekreasi dan pariwisata.

BAB Viil
MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 1)

h!a:-;a relribusi adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) hari atau jangka wakfu terlentu yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah,

BAB 1X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17
(1) Pemungutan retribus! tidak dapat diborongkan,

(€) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tala cara pemungutan ratribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,



BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Waiib Retribusi lidak membayar tepal pada waktunya alau humnq me‘mha_ﬂ,'ar. dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebasar 2 % (dua persen) setiap tulan dan retribust yang terutang
yang lidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRO.

BAB Xl
KEBERATAN

Pasal 13

(1) Wajib retibusi dapa! mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah alas SKRD atau dokumen
lain yang dipersamaxan.

(2) Keberatan digjutan secara tertulis dalam bahasa ndonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas,

(3) Keberatan harus diaiukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak fanggal SKRD
ditetapkan, kecuali apabila wajib retribusi daoat menunjukkan bahwa jangka wakiu ity tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban memibayar reiribusi dan pelaksanaan penagihan
retrnbusi.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Alas kelebihan pembayaran refribusi, wajib retribusi dapal mengajukan permohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah,

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan

keleDihan pembayaran retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus memberikan
kepulusan.

{3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pangembalian pembayaran retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRROLB harus diterbitkan dalam jangka wakiu paling lama 1 (satu) bulan

(4) Apabila wajib relribusi mempunyai hutang retribusi lainya, kelebhan pembayaran relrbusi
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkar untuk melunasi terlebih dahulu
ulang retribusi tersebul.,

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan
dalam |angka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila kelebihar pembayaran relribusi dilakukan setelah lewat jangka waklu 2 (dua) bulan,
Kepala Daersh memberikan imbalan bunga sebesar ? % (dua persen) sebulan atas
keteriambatan perntayaran kelebihan retribusi.



BAB XllI

PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMEBEBASAN RETRIBUS

Pasal 15

{1} Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan relribusi.
(2) Pengurangan dan pembebasan dapat diberikan pada waijib relribusi dengan memperhatikan
kemampuan wajib retnbusi.

(3) Pembebasan sebiagai mana dimaksud ayat (1) diatas dapat diberikan kepada Tala cara
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan cleh Kepala Daerah.

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1} Waiib Relribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan (aerah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ateu denda paling banyak Rp. 3.000.000 -
(liga juta rupiah;.

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Fasal 17

(1) Penyidik Pegawai Negen Sipil terfentu dilingkungan Pemerintah Kota diber wewenang khusus
 sebagai Penvidik untuk melaiukan penyidikan tindak pidana dibidang reinbusi Daerah,
sebagaimana dalarn Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(7) Weweanang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a, menenma, mencar, mengumpulkan dan meneliti keterangan alau laporan berkenaan
dengan lindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas; '

b. meneliti, mencar dan mengumpulkan kelerangan inengenai orang prbadi atau badan

tentang kebenaran perbualan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retrbusi
Daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukli dar orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retrtusi Daerah:

d. Memenksa bulu-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

& Melakukan penggeledahan untuk mendapalkan bahan bukli pembukuan, pencatatan dan
dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukli tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi Daerah,

g. Menyuruh berhenti dan/atay melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada

saal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;



h. Memotrel seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah,
i Memanggil orang unluk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

{3} Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan clgq
~ menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum

Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
| Padang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pengaturan dan Retribusi Objek-objek Wisata Dalam
Kotamadya Daerah Tingkat |l Padang, sepanjang menyangkut retribusi dicabut dan tidak berlaku

lag

(2) Halt-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Kepulusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

: pﬂﬁ_ tapggal. 9 September 2002
£ QTA PADANG

fr S

Diundangkan di Padang
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